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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya.
Istilah ini sudah populer beredar dimasyarakat. Narkoba merupakan bahan/zat
yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan
syaraf pusat/otak sehingga bilamana disalahgunakan akan menyebabkan
gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial.’

Narkotika berasal dari bahasa yunani, yaitu narkoun yang berarti
membuat lumpuh atau mati rasa. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang
berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang
dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan.”

Respon awal terhadap narkotika dari pemikiran muslim terjadi pada abad
7 Hijriah. Ibnu Taimiyah, seorang ulama terkemuka dari Syiria menyatakan
bahwa obat bius (narkotika) jauh lebih berbahaya daripada minuman keras
beralkohol. Menurut Ibnu Taimiyah, narkotika layak diharamkan karena sangat

berbahaya bagi masa depan umat manusia. Ibnu Taimiyah hidup di tengah

! Sofiyah, Mengenal Napza Dan Bahayanya, (Jakarta: Be Champion Wisma Hijau, 2009), 33.
? Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika.



masyarakat Mesir yang menderita penyakit sosial. Bangsa Mesir sedang dilanda
demam candu dan ganja.

Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyah, tergugah untuk meneruskan
perjuangan gurunya dalam memerangi khamr dan narkotika, menurutnya, Khamr
ialah semua bahan yang memabukkan, baik cair maupun padat, baik dari perasan
buah maupun sari masakan. Khamr, narkotika (atau lebih luas narkoba), menurut
Islam bisa menggelapkan/mengeruhkan akal budi dan hati nurani. Jika akal budi
dan hati nurani menjadi keruh, maka derajat manusia bisa turun ke tingkat yang
paling rendah (al Quran mengistilahkannya sebagai asfala safilin), katakanlah
tingkat binatang.’

Di Indonesia candu sudah ada jauh sebelum terjadinya perang dunia ke-2.
Tanaman ganja banyak tumbuh di daerah Sumatera. Masyarakat di sana biasa
menggunakan ganja sebagai bumbu masakan.*

Pada awal kemerdekaan, Indonesia menggunakan Ordonansi Obat Bius
untuk mengatur masalah narkotika. Hal ini dalam rangka menangani
permasalahan narkotika yang semakin meluas di masyarakat dan semakin
banyaknya jenis narkotika yang beredar. Pemerintah dan Dewan Perwakilan
Rakyat memandang perlu segera dibentuk undang-undang (UU) yang dapat

menjangkau setiap bentuk penyalahgunaan narkotika.’

3 Arief Hakim, Bahaya Narkotika-Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan,
(Bandung: Cijambe Indah, 2004), 87.

* Sofiyah, Mengenal Napza dan Bahayanya, (Jakarta: Be Champion Wisma Hijau, 2009), 8.

® Anang Iskandar, Jalan Lurus Penangan Penyalahguna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum
Positif, (Karawang: Viva Tanpas, 2015), 7.



Dalam perkembangannya, kuantitas kejahatan penyalahgunaan narkotika
terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini seiring dengan meningkatnya
operasi peredaran narkotika ilegal oleh jaringan sindikat internasional ke negara-
negara berkembang. Terkait dengan modus operandi kejahatan narkotika yang
semakin intensif dan canggih sementara UU 9/1976 tidak sesuai lagi dengan
perkembangan situasi permasalahan narkotika, maka pemerintah memandang
perlu mengadopsi United Nations Conventions Againts Illicit Traffic in Narotic
Drugs and Psychotropic Substances 1958 yang merupakan penegasan dan
penyempurnaan atas prinsip-prinsip dan ketentuan yang telah diatur dalam
Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya untuk
menjadi instrumen hukum yang lebih efektif dalam pemberantasan peredaran
gelap narkotika dan psikotropika.®

Selanjutnya, pada tanggal 1 September 1997 pemerintah mengundangkan
UU 22/1997 dimana konvensi PBB tersebut dijadikan sebagai salah satu dasar
untuk mengganti UU 9/1976 Tentang Narkotika. Secara substansi tidak banyak
berbeda dengan UU 9/1976. Perbedaan yang menonjol adalah tentang ketentuan
hukum ditujukan kepada para pengedar yang diuraikan secara lengkap terdiri dari
23 pasal.

Selanjutnya, pada Sidang Umum MPR 2002 melalui ketetapan MPR RI
Nomor VI/MPR/2002 merekomendasikan kepada DPR RI dan Presiden RI
untuk melakukan perubahan atas UU 22/1997. Perubahan ini dalam rangka

meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran

S 1bid,, 14-15.



gelap narkotika yang secara nyata sangat merusak tatanan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.’

Untuk meningkatkan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika
tersebut. Saat ini, Indonesia menggunakan UU 35/2009 yang antara lain
mengatur tentang tindakan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika. Namun dalam kebijakan hukum narkotika di Indonesia sejak awal
kemerdekaan hingga saat ini tidak menjelaskan secara rinci kriteria antara
seorang penyalahgunaan narkotika dan pengedar narkotika.

Dalam sebuah kasus di wilayah Pengadilan Negeri Sinabang, bahwa
terdakwa M. Rizal Bin Darusalam pada hari sabtu tanggal 15 November 2014
sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan
November Tahun 2014 bertempat di atas jembatan Desa Lasikin Kecamatan
Teupah Tengah Kab. Simeule, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan secara tanpa
hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, narkotika golongan 1 dalam
bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil jenis ganja dengan berta
12,22 (dua belas koma dua puluh dua) gram.8

Kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 15 November 2014
sekira pukul 23.00 wib, Anggota dari Polres Simelue yaitu saksi Saifullah Bin

Husaini dan saksi Suherlin Bin Sumarno sedang melintasi Desa Lasikin

i .

1bid.,18-19.
¥ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 3/Pid.B/2015/PN Snb
(Narkotika), 3.



Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeule, ketika melewati jembatan Desa
Lasikin saksi Saifullah dan saksi Suherlin melihat dan mencurigai 2 (dua) orang
sedang berdiri di atas jembatan, setelah menghentikan kendaraannya, saksi
Saifullah dan saksi Suherlin mendekati kedua orang tersebut yakni terdakwa M.
Rizal Bin Darusalam dan saksi Bani Amin Bin Abdurrahim, kemudian saksi
Saifullah menanyakan “sedang apa kalian?”, lalu dijawab oleh terdakwa dan
saksi Bani Amin “sedang mengobrol bang”, kemudian ditanya lagi oleh saksi
Saifullah “kami dari Polres Simeule, sedang berganja kalian ya?” dan dijawab
oleh terdakwa dan saksi Bani Amin “tidak bang!” selanjutnya saksi Saifullah dan
saksi Suherlin melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa
dan saksi Bani Amin serta disekitar jembatan tempat terdakwa dan saksi Bani
Amin berdiri, lalu ditemukan oleh saksi Saifullah dan saksi Suherlin 1 (satu)
bungkus/paket warna putih, lalu ditanyakan oleh saksi Saifullah dan saksi
Suherlin kepada terdakwa dan saksi Bani Amin mengenai siapa yang memiliki
paket tersebut, lalu dijawab oleh terdakwa bahwa bungkusan/paket tersebut
adalah milik terdakwa, yang sengaja disimpan oleh terdakwa dibawah jembatan
tersebut, kemudian bungkusan/paket tersebut dibuka oleh saksi Saifullah dan
saksi Suherlin, di dalam bungkus/paket tersebut ditemukan tanaman dedaunan
warna hijau yang terdiri dari batang, daun, bunga, dan biji jenis ganja (sesuai
dengan Uji Laboratorium Forensik POLRI cabang Medan No. Lab

7913/NNF/2014 tanggal 25 November 2014) dengan berat 12,22 (dua belas koma
dua puluh dua) gram berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti jenis

ganja dari pegadaian No : 48/S/0109C/06/2014 tanggal 17 November 2014, dan



atas kepemilikan 1 (satu) bungkus/paket yang berisi dedaunan warna hijau yang
terdiri dari batang, daun, bunga, dan biji jenis ganja tersebut, terdakwa tidak
memiliki izin dan Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya,
mengenai temuan tersebut saksi Saifullah menghubungi/menelpon saksi Chandra
Zulkarnain Bin Rusli (Anggota Satuan Resnarkoba Polres Simeule), sekitar pukul
23.30 wib saksi Chandra Zulkarnain bersama rekan-rekan dari Sat Resnarkoba
Polres Simeule datang ke lokasi, dan mengamankan terdakwa beserta barang
bukti ke Mapolres Simeule.

Adapun dakwaan yang diajukan Penuntut Umum kepada terdakwa di
persidangan adalah sebagai berikut:

Kesatu, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

Atau yang kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009
tentang Narkotika.’

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
terdakwa dan bukti sebagaimana tersebut di dalam putusan, diperoleh fakta-fakta
hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 November 2014

sekira pukul 23.30 wib di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah

? Ibid., 4-6.



Kabupaten Bahwa terdakwa di tangkap karena diduga melakukan
penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

2. Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi Saifullah dan saksi
Suherlin;

3. Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu)
paket/bungkus warna putih yang setelah dibuka berisikan tanaman
dedaunan yang terdiri dari batang, daun, ranting, dan biji yang diduga
narkotika jenis ganja dengan berat 12, 22 (dua belas koma dua puluh dua)
gram;

4. Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di wilayah jembatan dimana
terdakwa sedang berdiri;

5. Bahwa barang bukti tersebut sempat dibuang oleh terdakwa;

6. Bahwa barang bukti tersebut didapat dari saudara Hen (DPO);

7. Bahwa ganja tersebut diberikan kepada terdakwa dengan gratis;

8. Bahwa ganja tersebut dikonsumsi oleh terdakwa;

9. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan ganja
tersebut;

10. Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya;'’

Untuk mengetahui peranan tersangka sebagai pecandu narkotika atau
pengedar narkotika dan untuk mengetahui kadar ketergantungan narkotikanya,
maka harus dilakukan assesment. Apabila peranannya sebagai pengguna

narkotika dan dalam keadaan ketergantungan (dalam hal ini disebut pecandu

" 1bid, 11.



narkotika), maka tersangka dalam mempertanggungjawabkan proses pidana tidak
memenuhi syarat dilakukan penahanan sebagaimana pasal 21 KUHAP. Hakim
pun dalam memutuskan perkara pecandu narkotika wajib memperhatikan pasal
54, 55, dan 103 UU 35/2009. Apabila tersangka terbukti bersalah maupun tidak
bersalah, hakim ‘“harus” menjatuhkan hukuman rehabilitasi dimana masa
menjalani hukuman (pasal 103 ayat 2). Sebagaimana disebutkan dalam pasal 54
UU 35/2009 bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan

.. . ! 11
rehabilitasi sosial.

Karena dalam rangka mendapatkan narkotika bagi dirinya sendiri
penyalahguna narkotika tentulah bisa memperoleh dengan cara “membeli, dan
menerima,” atau bahkan sebelumnya telah memiliki, sehingga dapat dikatakan
telah menyimpan, menguasai, atau sedang kedapatan “membawa”. Sedangkan
terminologi, “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan membawa serta
memiliki” ada dalam rumusan pasal 111, pasal 112, pasal 114, pasal 115. Pasal
117, pasal 119, pasal 122, pasal 124, dan pasal 125, maka bukan berarti begitu
saja secara serampang penyalah guna narkotika yang demikian dikenakan pasal
111, asal 112, pasal 114, pasal 115. Pasal 117, pasal 119, pasal 122, pasal 124,

pasal 125, tetapi tetap penyalah guna narkotika ini dikenakan pasal 127."2

Kalau demikian kapan seseorang dikatakan sebagai penyalah guna

narkotika kedapatan, “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawah

""" Anang Iskandar, Jalan Lurus Penangan Penyalahguna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum
Positif, (Karawang: Viva Tanpas, 2015), 31-32.

"2 Sujono, Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 290.



dan memiliki,” sehingga tidak dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana
pasal 111, pasal 112, pasal 114, pasal 115. Pasal 117, pasal 119, pasal 122, pasal
124 dan pasal 125, tetapi harus dikenakan pasal 127.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor
07 Tahun 2009 yang kemudian diganti dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2010
Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga
Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menunjukan secara jelas bahwa
terdapat upaya yang sungguh-sungguh untuk tidak menghukum penjara terhadap
pecandu dan penyalah guna narkotika. Selain itu juga untuk memberikan kriteria
secara jelas antara penyalah guna dan pengedar narkotika berdasarkan barang
bukti ketika tertangkap tangan."

Mengenai sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jika dilihat
menurut hukum pidana Islam para ulama masih berbeda pendapat. Ada yang
berpendapat sanksinya /4ad dan ada pula yang berpendapat sanksinya adalah
ta‘zir™

Ibnu Taimiyah dan Azat Husnain berpendapat bahwa pelaku
penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi Aad, karena narkoba dianalogikan
dengan khamr.

Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa pelaku

penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi fa‘zir, karena: narkoba tidak ada pada

B Anang Iskandar, Jalan Lurus Penangan Penyalahguna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum
Positif, (Karawang: Viva Tanpas, 2015), 20-21.
" Nurul Irfan, Figih Jinayah, (Jakarta: AMZAH, 2013), 177.
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masa Rasulullah, narkobah lebih berbahaya dibandingkan dengan khamr, dan
narkoba tidak diminum seperti halnya khamr.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi
bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah ta ‘zir.

Mengenai pengedar dan produsen narkoba, al Quran dan sunnah tidak
menjelaskan tentang sanksinya. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi produsen dan
pengedar narkoba adalah 7a°zir. Namun, hukuman #a‘zir bisa berat atau ringan
tergantung kepada proses pengadilan (otoritas hakim). Bentuk sanksinya pun
beragam."

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk
mengangkat permasalahan tentang kriteria penyalahgunaan narkotika, serta
menempatkan penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis
dan rehabilitasi sosial dalam sebuah putusan Nomor 3/Pid.B/2015/PN Snb
tentang narkotika dengan mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 dan ditinjau dalam hukum pidana Islam.

. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi
beberapa masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.B/2015/pn Snb tentang

penyalahgunaan narkotika golongan 1 dengan bentuk tanaman ganja bagi

diri sendiri.

' Nurul Irfan, Figih Jinayah, (Jakarta: AMZAH, 2013), 178.
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2. Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 04 Tahun 2010
terhadap penyalahguna narkotika.
3. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap penyalahgunaan narkotika

golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja bagi diri sendiri.

Dari identifikasi masalah yang diuraikan maka penulis membatasi

penulisan skripsi ini dengan batasan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terhadap penyalahgunaan narkotika golongan 1
dengan bentuk tanaman ganja bagi diri sendiri dalam putusan nomor
3/Pid.B/2015/PN Snb tentang narkotika.

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana Penyalahgunaan
narkotika golongan 1 dengan bentuk tanaman ganja bagi diri sendiri
dalam putusan nomor 3/Pid.B/2015/PN Snb tentang narkotika..

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan
mengkaji rumusan masalah dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 3/Pid.B/2015/PN Snb
tentang penyalahgunaan narkotika golongan 1 dengan bentuk tanaman ganja
bagi diri sendiri apabila dianalisis dengan SEMA No 04 Tahun 2010?

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim
dalam putusan nomor 3/Pid.B/2015/PN Snb tentang penyalahgunaan
narkotika golongan 1 dengan bentuk tanaman ganja bagi diri sendiri?

D. Kajian Pustaka
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Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian yang sudah
pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas
bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau
duplikasi dari kajian/ penelitian yang telah ada.'®

Penulisan skripsi tentang “Analisis Hukum Pidana Islam dan SEMA No 04
Tahun 2010 terhadap penyalahgunaan narkotika golongan 1 dalam bentuk
tanaman ganja bagi diri sendiri (studi putusan nomor 3/pid.b/2015/pn snb)” untuk
saat ini belum ada yang membahas, tetapi ada sedikit kemiripan judul yang
membahas tentang narkotika antara lain:

1. Skripsi atas nama Umaturrahmah, jurusan Siyasah Jinayah dengan judul :
“Tinjauan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Tindak Pidana
Narkotika dengan Sanksi Hukuman Kumulatif Putusan di Pengadilan Negeri
Madiun dalam Kajian Figih Jinayah”. Skripsi ini lebih menitik beratkan
kepada sanksi hukuman kumulatif (hukuman berganda), dari suatu putusan
yang ada di Pengadilan Negeri Madiun.'” Sedangkan penelitian yang penulis
bahas lebih terfokus dalam kriteria penyalahgunaan narkotika dan
menempatkan penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis
dan rehabilitasi sosial dengan mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA) No 04 Tahun 2010 dalam Putusan No 3/Pid.B/2015/Pn.Snb

ditinjau dalam hukum pidana Islam.

' Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis
Penulisan Skripsi, (Surabaya: t.p.,2016),8.

' Ummaturrahmah, 7Tinjauvan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Tindak Pidana
Narkotika Dengan Sanksi Hukuman Kumulatif Putusan di Pengadilan Negeri Madijun Dalam
Kajian Figih Jinayah, Jurusan Siyasah Jinayah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.
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2. Skripsi atas nama Sayyid Abdullah, jurusan Siyasah Jinayah dengan judul
:"Perlindungan Khusus Terhadap Anak di Bawah Umur Terpidana Narkotika
Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo Menurut Figih Siyasah”.
Skripsi ini lebih menitik beratkan kepada suatu lembaga pemasyarakatan
dalam menakani anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika.'®
Sedangkan penelitian yang penulis bahas lebih terfokus dalam kriteria
penyalahgunaan narkotika dan menempatkan penyalahguna narkotika ke
dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan
mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 04 Tahun
2010 dalam Putusan No 3/Pid.B/2015/Pn.Snb ditinjau dalam hukum pidana
Islam.

3. Skripsi atas nama Fathur Rahman, jurusan Siyasah Jinayah dengan judul
“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No 37/Pid.B/2014/PN.Kbr
tentang Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”. Skripsi ini
lebih menitik beratkan pada sanksi pidana penyalahguna narkotika golongan
1 bagi diri sendiri.'” Sedangkan penelitian yang penulis bahas lebih terfokus
dalam kriteria penyalahgunaan narkotika dan menempatkan penyalahguna
narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan

mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 04 Tahun

'8 Sayyid Abdullah, Perlindungan Khusus Terhadap Anak Dibawah Umur Terpidana Narkotika
Di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo Menurut Fiqih Siyasah, Jurusan Siyasah Jinayah, 1AIN
Sunan Ampel Surabaya, 2012.
' Fathur Rahman, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap putusan No 37/Pid.B/2014/Pn Kbr
tentang Penyalahguna Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri, Jurusan Siyasah Jinayah, UIN
Sunan Ampel Surabaya, 2015.
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2010 dalam Putusan No 3/Pid.B/2015/Pn.Snb ditinjau dalam hukum pidana
Islam.

Skripsi atas nama Dian Nurhayati, jurusan Hukum Pidana Islam dengan
judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PT No.
67/PID.SUS/2015/PT.MDN Tentang Perantara Jual Beli Narkotika
Golongan 1 Dalam Bentuk Tanaman”. Skripsi ini lebih menitik beratkan
pada sanksi pidana bagi perantara narkotika golongan 1 dalam bentuk
tanaman.”’ Sedangkan penelitian yang penulis bahas lebih terfokus dalam
kriteria penyalahgunaan narkotika dan menempatkan penyalahguna
narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosialdengan
mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 04 Tahun
2010 dalam Putusan No 3/Pid.B/2015/Pn.Snb ditinjau dalam hukum pidana

Islam.

Dengan demikian penelitian ini bukan merupakan pengulangan dari

penelitian-penelitian sebelumnya. dan menjadi alasan yang cukup kuat bagi

penulis bahwa dalam penelitian ini lebih fokus pada kriteria penyalahgunaan

narkotika dan menempatkan penyalahguna narkotika ke dalam lembaga

rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis dengan mempertimbangkan Surat

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010.

. Tujuan Penelitian

20

Dian Nurhayati, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan  Nomor

67/PID.SUS/2015PT.MDN Tentang Perantara Jual Beli Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk
Tanaman, Jurusan Hukum Pidana Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
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Berdasarkan rumusan masalah diatas maka secara garis besar penelitian
ini dilakukan untuk berbagai tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara jelas tentang pertimbangan hakim dalam
Putusan nomor 3/Pid.B/2015/Pn.Snb Tentang penyalahgunaan narkotika
golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja bagi diri sendiri apabila
dikaitkan dengan SEMA No 04 Tahun 2010.

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan
hakim dalam  Putusan Nomor 2/Pid.B/2015/Pn.Snb  Tentang
penyalahgunaan narkotika golongan 1 dalam bentuk ganja bagi diri
sendiri.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Dengan adanya penelitian ini penulis berharap mampu memberi beberapa
manfaat sebagai berikut:
1. Aspek Teoritis
Sebagai kajian ilmiah yang diharapkan untuk memperkaya ilmu
pengetahuan dan kepustakaan di bidang kriteria penyalahgunaan narkotika
dalam Putusan Nomor 3/Pid.B/2015/PN Snb.
2. Aspek Praktisi
Untuk mempermudah penegak hukum dalam membedakan antara
penyalahgunaan dan pengedar narkotika dalam memberikan sanksi pidana
yang sesuai dengan Undang-undang.

G. Definisi Operasional
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Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka di bawah ini akan
dijelaskan pengertian dari judul yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan narkotika: Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak
atau melawan hukum.?!

2. Hukuman ta‘zir: bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar
hukumnya oleh syara® dan menjadi kekuasaan waliyyu al Amri atau
hakim.*

H. Metode Penelitian
1. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data data yang
berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor
3/Pid.B/2015/Pn.Snb  Tentang Penyalahgunaan Narkotika apabila
dikaitkan dengan SEMA No 04 Tahun 2010 dan analisis hukum pidana
Islam tentang pertimbangan hakim tersebut.
2. Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Sumber primer dalam penelitian ini meliputi:
1) Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 3/Pid.B/2015/PN
Snb prihal penyalahgunaan narkotika.
2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010.

b. Sumber Data Sekunder

*! Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika.
2 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 141.
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Sumber data sekunder adalah sumber pendukung dan
pelengkap yang di ambil dari beberapa bahan pustaka yang
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti antara lain:

1) Buku Komentar dan pembahasan Undang-undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika, karya Harifin A. Tumpa.

2) Buku Mengenal Napza dan bahayanya, karya Sofiah.

3) Buku Bahaya penyalahgunaan narkoba, karya Abdul Majid.

4) Buku Figih Jinayah, karya Nurul Irfan.

5) Buku Jalan Lurus Penanganan Penyalah Guna Narkotika Dalam
Konstruksi Hukum Positif; karya Anang Iskandar.

6) Buku Metode Penelitian Kualitatif, karya Noong Muhjair.

3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan arsip putusan nomor
3/Pid.B/2015/PN Snb tentang narkotika, yang disusun sebagai berikut:

a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan cara menelaah
dokumen. Dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan dokumen
Putusan Nomor 3/Pid.B/2015/PN Snb tentang Narkotika.

b. Studi pustaka, yaitu cara memperoleh data dengan menelaah dan
membaca serta mengumpulkan literatur-literatur atau buku yang
relevan dengan pokok bahasan.

4. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan upaya menganalisis dan menata secara

sistematis melalui metode deskriptif analisis, dengan pola pikir deduktif
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untuk mendapatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan
menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.”’ Dalam penelitian ini
menggunakan teknik:
a. Deskriptif Analisis
Yaitu teknik analisis dengan cara menjelaskan dan
menggambarkan data apa adanya. Dalam hal ini data Putusan Nomor
3/Pid.B/2015/Pn.Snb  Tentang penyalahgunaan narkotika dan
dikaitkan dengan SEMA No 04 Tahun 2010, kemudian dianalisa
dengan menggunakan hukum pidana Islam, dalam hal ini teori
jarimah ta ‘zir.
b. Deduktif
Yaitu pola pikir yang mempunyai titik tolak dari variabel yang
bersifat umum dalam hal ini jarimah ¢a zir kemudian diaplikasikan ke
dalam variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini pertimbangan
hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.B/2015/Pn.Snb Tentang
penyalahgunaan narkotika dengan mempertimbangkan Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010.
Sistematika Pembahasan
Bertujuan untuk memudahkan menyeleseikan masalah dalam penelitian
ini, dan dapat memahami permasalahan secara sistematis serta lebih terarah,
maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab

mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan secara sistematis.

3 Noong Muhjair, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rako Sarasin, 1996), 104.
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Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan
gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yang meliputi
latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah,
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini membahas landasan teori: a) tentang pengertian
penyalahgunaan narkotika dan sanksi pidananya, konsep rehabilitasi, jenis-jenis
rehabilitasi, tujuan rehabilitasi. b) konsep hukuman dalam hukum pidana Islam,
jenis-jenis hukuman, dan hukuman 7a ‘zir.

Bab III, bab ini membahas tentang data-data yang diperoleh dari
penelitian meliputi kronologi terjadinya tindak pidana narkotika di Pengadilan
Negeri Sinabang, pada putusan nomor 3/Pid.B/2015/PN Snb tentang narkotika,
serta pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor
3/Pid.B/2015/PN Snb tentang narkotika.

Bab IV, bab ini menguraikan tentang analisis putusan nomor
3/Pid.B/2015/PN Snb tentang penyalahguna narkotika golonganl dengan bentuk
tanaman ganja bagi diri sendiri dengan mempertimbangkan Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010, serta menganalisis dalam
hukum pidana Islam.

Bab V, bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan

rangkuman yang terdapat pada bagian akhir dari penelitihan skripsi ini.



